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WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4% TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)
Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang system
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bima Tahun 2019,

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima
Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu Peraturan
Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019 untuk
disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);



10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian, dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2015
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
470);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor518);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 550);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019
tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 611);

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor
79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun
2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);

19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima
Nomor 88);

20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Bima Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2018 Nomor 211);

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215);

22. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun
2019 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 413);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA
TAHUN 20109.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun
2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2019
(Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 413) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2019.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BABIII : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) diubah sehingga pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 yang
berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta
program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal i Agisivs 2019

c\'ALIKO’I‘A BIMA, A/
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Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal W Agostvr 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 703
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